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      BAB III 

    PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

          Pertanggungjawaban negara terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik 

bersenjata ini timbul karena adanya Internasional wrong yang mengakibatkan 

kerugian bagi negara lain sehingga muncul State responsibility.  Dalam prakteknya 

pertanggungjawaban negara yang timbul atas International wrong tidak dilaksanakan 

sepenuhnya. Hanya negara yang kalah yang dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi 

yang ditimbulkan saat konflik bersenjata. Sedangkan, bagi negara yang menang tidak 

dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi. Seperti yang terjadi pada peristiwa 

penjatuhan bom atom di kota Nagazaki dan Hiroshima pada tahun 1945 yang 

dilakulakan oleh Amerika Serikat. Atas tindakan tersebut, Amerika Serikat tidak 

diberikan sanksi serta dibebani tanggung jawab atas Jepang untuk tindakan pemulihan 

ataupun ganti rugi hingga sekarang ini. Peristiwa  serupa juga terjadi dalam Perang 

Vietnam, tidak ada pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada korban Perang 

Vietnam, maupun ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi 

akibat perang tersebut.  Bagi negara yang kalah dalam konflik bersenjata  seperti Irak 

dibebankan untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

Irak selama Perang Teluk Persia Tahun 1991. Irak diwajibkan untuk membayar ganti 

rugi yang timbul akibat pendudukannya atas Kuwait dan segala kerugian yang timbul 

akibat Perang Teluk Persia tahun 1991.    Dari peristiwa-peristiwa 

diatas dapat dilihat bahwa pemberian tanggung jawab Hanya bagi negara yang kalah 

dalam perang yang kerap kali dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi terhadap 

kerusakan dan kerugian yang terjadi, termasuk lingkungan didalamnya. 
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B. Saran  

Menyadari ancaman yang dapat ditimbulkan akibat  sarana dan cara perang 

yang dapat mengancam lingkungan hidup manusia,  baik lingkungan udara, darat dan 

air. Lingkungan merupakan tempat dimana manusia hidup, yang harus senantiasa 

dilindungi kelestariannya. Pihak-pihak negara yang bertikai, yang menimbulkan 

kerusakan lingkungan hidup akibat konflik senjata yang terjadi, dapat diberikan 

tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi baik berupa pemulihan lingkungan 

maupun ganti kerugian. Oleh karena itu pengaturan mengenai pertanggungjawaban 

yang diberikan kepada negara yang bertikai, selayaknya diatur secara khusus dalam 

suatu konvensi ataupun multilateral agreement, sehingga penegakkan dalam 

memberikan tanggungjawab untuk ganti rugi baik berupa pemulihan lingkungan 

maupun pemberian sejumlah uang terhadap kerusakan lingkungan yang ada semakin 

pasti. Keterlibatan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) maupun lembaga lingkungan 

hidup dalam menangani kerusakan lingkungan hidup akibat konflik bersenjata juga 

sangat diperlukan. PBB sebagai suatu organisasi internasional dapat mengawasi 

pelaksanaan proses ganti rugi yang dibebankan kepada suatu negara terhadap 

kerusakan dan kerugian yang diderita negara lain akibat adanya konflik senjata. Untuk 

lembaga lingkungan hidup dapat membantu dan mengawasi  pemulihan lingkungan 

hidup yang rusak tersebut. 
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